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PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH 

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA 
TAHUN 2017 

 
 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA 

SELAKU 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tentang 
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tahun 2017, 
tanggal 7 Agustus 2017; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Puncak Jaya telah Menetapkan Hasil 
Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak 
Jaya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Puncak Jaya; 

c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 
2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 15 Tahun 2016, Penetapan Pasangan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil 
Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan 
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KPU/KIP Kabupaten/Kota; 

d. bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (7) 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 
2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 15 Tahun 2016, Dalam hal dilakukan 
Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang 
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, 
penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah 
hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang 
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi; 

e. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, 
huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya tentang Penetapan Pasangan Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya 
Tahun 2017; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi 
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3894), sebagimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 
2000 Nomor 72); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4884); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4806); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5898); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan Umum Kabuptaen/Kota 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 
2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 722), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 
2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1353); 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program 
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Puncak Jaya Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program 
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017; 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor 50/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis 
Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil 
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Puncak Jaya Tahun 2017; 

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan 
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Puncak Jaya 38/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2017 tentang Perubahan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-
030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan 
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Puncak Jaya Tahun 2017; 

   
Memperhatikan  : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-

XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi 
Papua Tahun 2017, tanggal 7 Agustus 2017; 

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor : 16/BA/KPU-Kab-
030.434166/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam 
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Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak 
Jaya Tahun 2017, sebagaimana dituangkan dalam 
formulir Model DB-KWK; 

3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan 
Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya 
Tahun 2017, sebagaimana dituangkan dalam formulir 
Model DB1-KWK; 

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor : 36/BA/KPU-Kab-
030.434166/VI/2017 tentang Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam 
Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, 
sebagaimana dituangkan dalam formulir Model DB-
KWK ULANG; 

5. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan 
Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam 
Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, 
sebagaimana dituangkan dalam formulir Model DB1-
KWK ULANG; 

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Puncak Jaya Nomor : 37/BA/KPU-Kab-
030.434166/VIII/2017 tentang Penetapan Pasangan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya 
Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017; 

   
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA 
TAHUN 2017. 

KESATU  
 

: Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Nomor urut 3 (tiga), 
Sdr. Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., M.M. dan Sdr. Deinas 
Geley, S.Sos., M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 
74.125 (tujuh puluh empat ribu serratus dua puluh lima) 
suara. 

KEDUA  : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya terpilih 
periode 2017-2022. 
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KETIGA  : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN PUNCAK JAYA 
Sekretaris, 
 
 
 
 
Martinus S. Ulukyanan 
 
 

Ditetapkan di  : Jayapura 
pada tanggal  : 10 Agustus 2017 
 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI PAPUA 

SELAKU 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PUNCAK JAYA, 
 

ttd. 
 

ADAM ARISOI 


